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KA.NrI, PRESIDEN REPUBLIK · INDONESIA.,. 

• 

l. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnja terhada� ke:lns_ja£an 
orang�orang jang tersangkut dengan pemberontakan "RepubJ.ik 
Maluku Selatan" di Maluku jang hingga kini ma�ih belwn me­ 
nJerah, kembali kepangkuan Ibu Pertiwi; 

Menimbang 

2. bahwa untuk kepentingan Negara dan Kesatuan Bangsa, perlu 
memberikan·amnesti dan abolisi kepada orang-orang jang 
ters�but di��s, jang dengan keins ja£an tela·h me:nJerah 
d a n kembali k'epangkuan. Republik Indonesia dengan ichJ.as 
menjed�akan membaktikan diri �epada Republik Indonesia, 
dihadapari �enguasa setempat, jaitu Panglima KODAM XV atau 
Gubernur/Kepala Daerah setempat atau pedjabat jang ditundJuk' 
olehnja. 

, Menging�t Pasal ?-4 Undang-undang Dasar; 
'. Mendenga�-� F :· Pertimbang�n Staf Komando Operasi Ter�inggi; 

. M ·E M U T U S K A N : ·< 

Memberi Amnesti dan abolisi kepada orang-orang jang _ter­ 
sangkut dengan p�mberontakan "RepubJ.ik Maluku S��atan" 
di Maluku jang selambat-lambatnja pada tanggaJ. 31 Djanu-� 
ari 1964 djam 24.00 telah melaporkan untuk menjerah dan 
menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia� 
jang disertai dengan swnp,a_h/djandji menurut Agama masi.ng­ 
masing serta penanda t��anan atas sumpah/djandji itu 
�engan la£al jang berikut: 

" Sa ja bersumpah setiai kepada Undang-undang Dasar·, -·. 
"Manifesto Politik jang tel.ah mendjadi 
" Besar 'Haluan Negara; _Nusa dan Bangs.a·,· 
"Pemimpin Besar RevoJ.usi" ; 

·Menetapkan 
·P.ERTAMA 



KEDUA · 

KE1'IGA 

KEEJviP A 'I' 

H.ELD,U\. 
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Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka. jang -1',ersebut 
dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana jan� me-. 
reka lakukan qan jang merupakan kedjahatan 
l. terha.dap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab�ndang 

undang Hukum Pidana); 
2. terhadap ·martabat Kepa.la r-Jegara (Bab II Buku II Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana); 
3o terhadap kewadjiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab. 

IV Buku II Ki tab Undang-undang Hukum Pidana).; 
4o terhaclap lce t.e r-t.Lb an umurn (Bab V. Duku II ICit�b· Un(Ulllg 

undang Hukum Pidana.); 
5. terhadap kekuasa.an umum ('Bab VIII Buku II Kitab Undang­ 

undang Hukum Pidana); 
6. terhadap k e amaria.n Ne ga r-a (Bab I Buku II Kitab Undang 

undang Hukum Pidana 'I'errt a r-a) ; 
7. terhadap kewadjiban d i.rra e (Bab III do.n Bab V Buku II 

Kitab Undang-undang Hukum Pd.d arra . 'fentara); 
8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Tentara); 
dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat 
atau hubungan antar tudjua.n dan upaja dengan tindak­ 
pidana jang tersebut angka l sampai- dengan 8 diatas. 
(l) Dengan pemberian am.nesti, semua akibat hukum-pidana 

terhadap orang-orang jang dimaksudkan da1am keten-. 
·tuan Pertama dan Kedua, dihapuskan. 

(2) Dengan pemberian abolisi, rnaka penuntutan terh�ap 
orang-oranc; jang dimaksudkan dalam ketentuan Perta­ 
ma dan Kedua, ditiada��n. 

Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam ketentuan PER­ 
TAl-'iA, h .. EDUA dan h .. l;;'l'IGA diatas tidak berlaku bagi m.ere- 
ka jang tertangkap dalam gerakan operasi militer jang 
dilakukan oleh Angkatan Dersendjata setempat. 

-� 

. E..eputusan ini mu La i. b e r-La ku pA.-�:� hari di tetD.pkan. 

di Djakarta 
4 - D.ianuari 1.964 


